BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR g TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa dalam rangka mengakomodir penambahan belanja Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan pergeseran Belanja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
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10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Provinsi

Nomor 4286);
Tahun 2004 Tentang

Undang-Undang  Nomor i
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 43595);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
(Lembaran Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional
104, Tambahan

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ‘telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
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Menetapkan

18.

19.

20.

2y

22.

23

Peraturan pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1067);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016
Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran
2020 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2020 Nomor 27 Seri A).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 79 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 27 Seri A), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp931.351.188.688,00 (sembilan ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh
satu juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan
rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (4), sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.815.914.056,00 (empat milyar delapan ratus lima
belas juta sembilan ratus empat belas ribu lima puluh enam rupiah), yang
terdiri atas :

a. Retribusi Jasa Umum,;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan
sebesar Rp3.904.694.756,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta enam
ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan
sebesar Rp651.219.300,00 (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus
sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c
direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

hoen A
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3. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (10), (11), (12)
dan ayat (13), sehingga berbunyi sebagai berikuyt :

Pasal 8

(1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada

(2)

(4)

(5)

(6)

pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.871.332.062,00 (tiga
puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh saty Juta tiga ratus tiga puluh
dua ribu enam puluh dua rupiah), terdiri atas :

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

C. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

d. Pendapatan denda pajak daerah;

e. Pendapatan denda retribusi daerah;

f.  Pendapatan dari pengembalian;

g. Pendapatan BLUD;

h. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

[

J- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;

k. Jasa Giro;dan

l. Pendapatan Bunga
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah);

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (empat
puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf «c¢ direncanakan sebesar

Rp1.644.500.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima
ratus ribu rupiah);

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh
empat juta rupiah);

Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta
rupiah);

Dipindai dengan CamScanner



(7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

direncanakan sebesar Rp20.312.982.062,00 (dua puluh milyar tiga ratus

dua belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh dua
rupiahy);

(9) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.458.350.000,00 (tujuh milyar
empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

(10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

(11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiahy);

(12) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Jasa
Giro pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah);

(13) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
yang direncanakan sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus
juta rupiah);

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 8A dan 8B, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8A

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp832.377.722.570,00 (delapan ratus tiga puluh dua
milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima
ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp767.610.231.000,00
(twjuh ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus
tiga puluh satu ribu rupiah); dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp64.767.491.570,00 (enam
puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus

sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

ey
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(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana termuat pada ayat (1)

(3)

(4)

(5)

(6)

huruf a terdiri dari :
a. Dana Perimbangan sebesar Rp687.610.231.000,00 (enam ratus delapan

puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);

b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
milyar rupiah); dan

c. Dana Desa sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Dana Perimbangan sebagaimana termuat pada ayat (2) huruf a terdiri dari :

o Dana  Transfer ~Umum-Dana  Bagi  Hasil (DBH) sebesar
Rp77.364.650.000,00 (twjuh puluh lima milyar dua ratus Sembilan puluh
tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah);

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp470.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah);

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar
Rp84.465.451.000,00 (delapan puluh empat milyar empat ratus enam
puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar
Rp55.780.130.000,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh
juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana termuat pada ayat (1) huruf

b yang terdiri dari :

a. Pendapatan Bagi Hasil; dan

b. Bantuan Keuangan.

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana termuat pada ayat (4) huruf a

dianggarkan sebesar Rp54.767.491.570,00 (lima puluh empat milyar tujuh

ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus
tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan

e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

Bantuan Keuangan sebagaimana termuat pada ayat (4) huruf b merupakan

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang dianggarkan

sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

N A
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(7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
en

ayat (5) huruf a sebesar Rp10.064.235.331,00 (sepuluh milyar enarr.t puluh
empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupla'h).

(8) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud ayat (5) huruf b sebesar Rp8.892.072.850,00 (delapan milyar
delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus
lima puluh rupiah).

(9) Pendapatan  Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c sebesar Rp26.108.903.424,00 (dua
puluh enam milyar seratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus
dua puluh empat rupiah).

(10) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud ayat (5)
huruf d sebesar Rp665.658.676,00 (enam ratus enam puluh lima juta enam
ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

(11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf e
sebesar Rp9.036.621.289,00 (sembilan milyar tiga puluh enam juta enam

ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilann rupiah).

Pasal 8B

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS yang direncanakan sebesar

Rp24.838.720.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan
juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp989.153.607.843,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar seratus lima

puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.
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6. Ketentuan pada Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a

direncanakan sebesar Rp693.929.551.938,00 (enam ratus sembilan puluh tiga

milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu

sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. Ketentuan pada Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
direncanakan sebesar Rp170.385.809.500,00 (seratus tujuh puluh milyar tiga

ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
direncanakan sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh

Jjuta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
direncanakan sebesar Rp119.988.246.405,00 (seratus sembilan belas milyar

sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat

ratus lima rupiah).
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10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a direncanakan sebesar Rp63.802.419.155,00 (enam puluh tiga milyar

delapan ratus dua juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima
rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;dan
(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.702.419.155,00
(enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta empat ratus sembilan belas ribu
seratus lima puluh lima rupiah).
(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf b merupakan Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar
Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
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13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja

(2)

daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp57.802.419.155,00 (lima

puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta empat ratus sembilan belas ribu

seratus lima puluh lima rupiah).

Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan

direncanakan sebesar

Rp57.802.419.155,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus dua juta empat

ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditepapkan di Muntok

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
TEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH
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KABUPATEN BANGKA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Lampiran | Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor :_g Tahun 2021

Tanggal : 3 Februari 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021

TAHUN ANGGARAN 2021
Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Kode Uraian 9
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp %

4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74,134,746,118.00 74,134,746,118.00 0.00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 716,030,819,570.00 832,377,722,570.00 116,346,903,000.00 16.25
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 661,263,328,000.00 767,610,231,000.00 106,346,903,000.00 16.08
4.2.01.01 Dana Perimbangan 581,263,328,000.00 687,610,231,000.00 106,346,903,000.00 18.30
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 77,364,650,000.00 77.364,650,000.00 0.90 -
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 470,000,000,000.00 470,000,000,000.00 0.00 -
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus \(DAK) Fisik 0.00 84,465,451,000.00 84,465,451,000.00 100.00
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 33,898,678,000.00 55,780,130,000.00 21,881,452,000.00 64.55
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 0.00 -
4.2.01.05 Dana Desa 60,000,000,000.00 60,000,000,000.00 0.00 -
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 54,767,491,570.00 64,767,491,570.00 10,000,000,000.00 18.26
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 54,767,491,570.00 54,767,491,570.00 0.00 .
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 54,767,491,570.00 54,767,491,570.00 0.00 .
4.2.02.02 Gamtuan KEvanigan 0.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 100.00
4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 100.00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24,838,720,000.00 24,838,720,000.00 0.00 -

E’YH:V A Jumlah Pendapatan 815,004,285,688.00 931,351,188,688.00 116,346,903,000.00 14.28

/
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Bertambah / (Berkurang)

a ) Juml
Kode Uraian umlah (Rp)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp %
|5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 659,730,896,768.00 693,929,551,938.00 34,198,655,170.00 5.18
5.2 BELANJA MODAL ) 90,774,154,770.00 170,385,809,500.00 79,611,654,730.00 87.70
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4,850,000,000.00 4,850,000,000.00 0.00 -
5.4 BELANJA TRANSFER 119,988,246,405.00 119,988,246,405.00 0.00 z
Jumlah Belanja 875,343,297,943.00 989,153,607,843.00 113,810,309,900.00 13.00
Total Surplus/(Defisit) -60,339,012,255.00 -57,802,419,155.00 2,536,593,100.00 (4.20)
6 PEMBIAYAAN
6.1 i PENERIMAAN PEMBIAYAAN 66,339,012,255.00 63,802,419,155.00 (2,536,593,100.00) (3.82)
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 66,239,012,255.00 63,702,419,155.00 (2,536,593,100.00) (3.83)
6.1.01.05 Penghematan Belanja 66,239,012,255.00 63,702,419,155.00 (2,536,593,100.00) (3.83)
6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 52,144,763,758.00 52,144,763,758.00 0.00 5
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 -
6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 66,339,012,255.00 63,802,419,155.00 (2,536,593,100.00) (3.82)
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 0.00 -
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 0.00 =
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 0.00 =
Pembiayaan Netto 60,339,012,255.00 57.802,419,155.00 (2,536,593,100.00) (4.20)
/
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) /P‘0.00 ORO ( 0.00 -
brap I BUPATI\BANGKA BARAT,
/ Lrm—
A6 G ArArt A’“ MARKUS
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KABUPATEN BANGKA BARAT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Lampiran Il Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor : 9 Tahun 2021

Tanggal : 3 Februari 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021

TAHUN ANGGARAN 2021
Jumlah BERTAMBAH
] ll(‘od? Uraian Penjelasan Keterangan
EXENING Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) % B
1 2 3 4 S 6 7 8
4 PENDAPATAN 33,898,678,000.00 150,245,581,000.00 116,346,903,000.00 -
j Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka
1 Barat 33,898,678,000.00 150,245,581,000.00 116,346,903,000.00
PENDAPATAN 33,898,678,000.00 150,245,581,000.00 116,346,903,000.00 -
PENDAPATAN TRANSFER 33,898,678,000.00 150,245,581,000.00 116,346,903,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 33,898,678,000.00 140,245,581,000.00 106,346,903,000.00
Dana Perimbangan 33,898,678,000.00 140,245,581,000.00 106,346,903,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - 84,465,451,000.00 84,465,451,000.00
ga_’l‘f Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non 33,898,678,000.00 55,780,130,000.00 21,881,452,000.00
IS1 -
Pendapatan Transfer Antar Daerah - 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
Bantuan Keuangan - 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
Bantluar.\ Keuangan Khusus dari Pemerintah ) 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
Provinsi
5 BELANJA 278,354,897,099.00 392,165,206,999.00 113,810,309,900.00| 29.02%
1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 168,688,420,000.00 186,980,672,000.00 18,292,252,000.00 9.78%
HAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA A 168,500,000,000.00 168,500,000,000.00 - 0.00%
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah LPYAD / 168,500,000,000.00 168,500,000,000.00 - 0.00%

e
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Jumlah

BERTAMBAH

/V

Uraian — Penjelasan Keterangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) )
2 3 4 5 7 _ 8
Pergeseran kekurangan TPG
" i . (PNSD) Guru dan Tamsil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 168,500,000,000.00 |  168,500,000,000.00 - Guru PNSD sebesar
Rp1.058.787.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 18&,420,060.00 18,480,672,000.00 18,292,252,000.00 ) )
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 188,420,000.00 5,495,218,000.00 75,306,798,000.00
N DAK Fisik Reguler Pendidikan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - 752,269,000.00 752,269,000.00 D
— " | DAK Fisik Reguler Pendidikan -
Pembangunan Perpustakaan Sekolah - 478,792,000.00 478,792,000.00 sD
. DAK Fisik Reguler Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 188,420,000.00 467,233,000.00 278,813,000.00 D
o I DAK Fisik Reguler Pendidikan -
Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas - 1,583,110,000.00 1,583,110,000.00 D
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, il — DAK Fisik Reguler Pendidikan
ehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas - 36,718,000.00 36,718,000.00 &
Sekolah sD —
. . . DAK Fisik Reguler Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa - 2,177,096,000.00 2,177,096,000.00 <D
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 6,125,529,000.00 6,125,529,000.00
- DAK Fisik Reguler Pendidikan o
Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - 4,432,826,000.00 4,432,826,000.00 gMP
DAK F?sﬁe uler Pendidikan
Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - 782,801,000.00 782,801,000.00 gMP :
ilitasi ili DAK Fisik Regul idi
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas ) 273,392,000.00 273,392,000.00 K Fisik Reguler Pendidikan
_ Sekolah Smp _
T DAK F. . . g
Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa - 636,510,000.00 636,510,000.00 =i Rei:/';r Reneidiah
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 6,071,525,000.00 6,071,525,000.00
:: " DAK Fisik R idi
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - 266,085,000.00 266,085,000.00 £ik ef:bel; Pepdidikan
DAK Fisik RegL idikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - 889,258,000.00 889,258,000.00 sl epg::;eor Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang ) 609,072,000.00 609,072,000.00 DAK Fisik Reguler Pendidikan
Guru PAUD PAUD
bpway JA
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Kode

Jumlah

BERTAMBAH

. Uraian Penjelasan Keterangan
Rekening Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) % _
1 2 3 4 5 6 7 8
i i DAK Fisik Reguler Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa PAUD - 63,830,000.00 63,830,000.00 | 100.00% PAUD
Pengelolaan Dana BOP PAUD - 4,243,280,000.00 4,243,280,000.00 | 100.00% | DAK Non Fisik BOP PAUD
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 788,400,000.00 788,400,000.00 | 100.00% -
- - DAK Non Fisik BOP
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan - 788,400,000.00 788,400,000.00 | 100.00% |Penyelenggaraan Pendidikan
- Kesetaraan
2 Dinas Kesehatan 35,845,778,475.00 65,307,867,371.00 29,462,088,896.00 45.11%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 273.896.00 44.85%
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 35,431,755,418.00 64,245,029,314.00 28,813,273,896. .85%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan %
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2,020,871,501.00 22,757,243,097.00 20,736,371,596.00 91.12%
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sa d ) - DAK Fisik Reguler Pelayanan
8 ' ranadan S 2,725,961,500.00 2,725,961,500.00 | 100.00% aiatie i
Pr:asarana:Penc:Iukungnya Rujukan _
DAK Non Fisik Bant
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas . ‘?n B
222,985,000.00 542,455,000.00 319,470,000.00 | 58.89% Operasional Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Kabupaten
DAK Fisik Reguler Pelayanan
P d Alat Kesehatan/Alat P j Medik
Sigstiash AlaEKeseha A ASEEC ) ang MEC] 597,891,700.00|  15,486,316,606.00 14,888,424,906.00 | 96.14% | Dasar, Pelayanan Rujukan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan .
dan Sistem Kesehatan
DAK Fisik Reguler Pel
Pengadaan Obat, Vaksin 1,199,994,801.00 3,855,002,841.00 2,655,008,040.00 | 68.87% RIRAERUIEr Felayanan
Kefarmasian
DAK Non Fisik Bantuan
i i lat K tan/Alat
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Ala - 147,507,150.00 147,507,150.00 | 100.00% | Operasional Kesehatan
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten
RenyedlaanlaysheniesehatanustiicOXMICITIOKE 33,410,883,917.00 41,487,786,217.00 8,076,902,300.00 | 19.47%
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - 108,475,000.00 108,475,000.00 | 100.00% Operasional Kesehatan
Kabupaten

Lorap
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. Jumlah BERTAMBAH
Uraian Penjelasan Keterangan
_ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) %
:: 2 3 4 5 6 7 8
DAK Non Fisik Jaminan
i t
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21,041,000.00 839,358,000.00 818,317,00000 | 97.49% | Peredlinan danBantuan
Operasional Kesehatan
- Kabupaten
DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 31,824,000.00 109,054,000.00 77,230,000.00 | 70.82% Operasional Kesehatan
Kabupaten e
DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan :
Dasar i a 120,947,355.00 189,497,355.00 68,550,000.00 36.17% Operasional Kesehatan
- Kabupaten
- T DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 59,648,270.00 182,448,270.00 122,800,000.00 67.31% Operasional Kesehatan
Kabupaten
DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40,675,000.00 97,095,000.00 56,420,000.00 | 58.11% Operasional Kesehatan
o Kabupaten
DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17,749,800.00 121,124,800.00 103,375,000.00 | 85.35% Operasional Kesehatan
Kabupaten
DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Di
Meligtus vanan atan Penderita Diabetes 11,749,930.00 24,949,930.00 13,200,000.00 | 52.91% Operasional Kesehatan
Kabupaten
A =
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan DAk No'n Flsik Bantusty
GanssusiifaBest 17,794,930.00 42,174,930.00 24,380,000.00 57.81% Operasional Kesehatan
e8 Kabupaten
DA isi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga o 5 Ncrn BEIREAIan
Tuberkulosis 35,028,150.00 69,458,150.00 34,430,000.00 49.57% Operasional Kesehatan
Kabupaten
DAK Non Fisik Bantua
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko . ) EEEaninan
Terinfeksi HIV 94,324,800.00 140,563,800.00 46,239,000.00 | 32.90% Operasional Kesehatan
Kabupaten
DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215,649,900.00 902,163,900.00 686,514,000.00 | 76.10% Operasional Kesehatan
Kabupaten dan Stunting
DAK Non Fisik Bantuan )
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4,194,800.00 31,519,800.00 27,325,000.00 | 86.69% Operasional Kesehatan
Kabupaten

Dpeap

A

/

Dipindai dengan CamScanner




Kode

|

Jumlah BERTAMBAH
J Uraian Penjelasan Keterangan
Rekening B Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) % o )
1 _ _ 2 3 7 4 5 6 7 . 8 i
N o DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 58,350,000.00 109,010,000.00 50,660,000.00 | 46.47% Operasional Kesehatan
= _ _ _ Kabupaten
- S - DAK Non Fisik Bantuan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 61,399,780.00 88,849,780.00 27,450,000.00 30.89% Operasional Kesehatan
Kabupate&
DA| Fisik Bantuan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak € No.n N
Menular 402,247,492.00 632,723,492.00 230,476,000.00 | 36.43% Operasional Kesehatan
Kabupateqz
Operasional Pelayanan Rumah Sakit 15,965,745,166.00 15,965,745,166.00 - Pergeseran Anggaran
:DAK Non Fisik Bantuan
Operasional Pelayanan Puskesmas 16,013,883,904.00 21,066,855,904.00 5,052,972,000.00 23.99% Operasional Kesehatan
o Puskesmas
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di DAK Non Fisik Dukungan
238,629,640.00 766,718,940.00 528,089,300.00 68.88% .
Kabupaten/Kota Akreditasi Puskesmas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 133 027.900.00 196 64:0 ;oo N
KESEHATAN ,027,900. 329,667,900.00 ,640,000. . A17
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 133,027,900.00 329,667,900.00 196,640,000.00 59.65%
Kabupaten/Kota
I;engembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi DAK Non Fisik Reguler
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 133,027,900.00 329,667,900.00 196,640,000.00 59.65% Pengawasan Obat dan
Kabupaten/Kota o Makanan
PRO M SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
GRA S 6,802,000.00 167,420,000.00 160,618,000.00 95.94%
MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Sertifikait %du;si Pangan Industri Rumah
. . . K
Tangea dan Nomor P-IRT sebagai kzin Produksl, untu 6,802,000.00 118,147,000.00 111,345,000.00 | 94.24%
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut DAK Non Fisik Reguler
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Pengawasan Obat dan
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk 6,802,000.00 118,147,000.00 111,345,000.00 94.24% Makanan dan Bantuan
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Operasional Kesehatan
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Kabupaten
Ypesr
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Jumlah BERTAMBAH
KOd'_: Uraian uma Penjelasan Keterangan
Rekening - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) %
1 2 3 4 5 6 — 8
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman - 49,273,000.00 49,273,000.00 | 100.00%
Industri Rumah Tangga ) 3
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- DAK Non Fisik Reguler
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan - 49,273,000.00 49,273,000.00 | 100.00% Pengawasan Obat dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan -~ Makanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG e T
KESEHATAN 274,193,157.00 565,750,157.00 ,557,000. .53%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 242,629,900.00 431,566,900.00 188,937,000.00 | 43.78%
Kabupaten/Kota
DAK Non Fisik Reguler
Peningkatan Upaya Pr i Kesehatan, Advokasi FengawasshGbatidan
i omosi an
. . pay ESEhatan; AGVokash 242,629,900.00 431,566,900.00 188,937,000.00 43.78% Makanan dan Bantuan
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat .
Operasional Kesehatan
Kabupaten
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif 19:498:350.00 1154435350100 ——
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota e prE e '
p | p i Kesehatan dan Gerakan Hid DAK Non Fisik Bantuan
SMy= SnEEamantromostEesehaiancanhieraxanticon 19,498,350.00 115,443,350.00 95,945,000.00 | 83.11% | Operasional Kesehatan
Bersih dan Sehat
- Kabupaten
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 12,064,907.00 18,739,907.00 6,675,000.00 | 35.62%
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan DAK Non Fisik Bantuan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 12,064,907.00 18,739,907.00 6,675,000.00 | 35.62% Operasional Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Kabupaten
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34,832,002,300.00 73,735,981,258.00 38,903,978,958.00 52.76%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 28,100,998,150.00 61,853,959,498.00 33,752,961,348.00 54.57% -
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 28,100,998,150.00 61,853,959,498.00 33,752,961,348.00 54.57%
Pemeliharaan Berkala Jalan 6,863,716,600.00 13,681,856,600.00 6,818,140,000.00 | 49.83% DAK Fisk Reguler Jalan
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7 Jumlah - BERTAMBAH
KOd? Uraian = Penjelasan Keterangan
Rekening o Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) % .
1 - 2 3 4 5 6 | L 2
-Pemeliharaan Berkala Jalan Jebu Darat - Jebu Laut - 3,679,340,000.00 3,679,340,000.00
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sungkai - Bujang - 3,138,800,000.00 3,138,800,000.00 -
Rekonstruksi Jalal 21,222,281,550.00 45,957,937,418.00 24,735,655,868.00 53.82% JAK Fisk Reguler Jalan —
- Peningkatan Jalan Tugu Ketupat - Pasar - 6,056,700,000.00 6,056,700,000.00 -
- Peningkatan Jalan Pangkal Beras - Limang - 12,269,955,870.00 12,269,955,870.00
- Peningkatan Jalan Dendang - Baginda - 6,408,999,998.00 ) 6,408,999,998.00 -
Survey Kondisi Jalan/lembatan 15,000,000.00(  531,274,130.00 516,274,130.00 | 97.18% DAK Fisk Reguler Jalan
__-Survey Kondisi Jalan 381,826,130.00 381,826,130.00 _
- Survey Kondisi Jembatan 134,448,000.00 134,448,000.00
Penambahan anggaran
Pembangunan Jembatan - 1,682,891,350.00 1,682,891,350.00 | 100.00% terkait pembayaran utang
kegiatan tahun sebelumnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - 6,838,145,110.00 6,838,145,110.00 | 100.00%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 - 6,838,145,110.00 6,838,145,110.00 | 100.00%
Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan - 6,838,145,110.00 6,838,145,110.00 | 100.00% | DAK Fisik Penugasan lrigasi
- Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Kacung dan D.I. ) 6,838,145,110.00 6,838,145,110.00
Paradong (DAK)
NGAN SISTEM
FROGRAM BENGELOLAANDANPENGENBA 6,731,004,150.00 5,043,876,650.00 (1,687,127,500.00)| -33.45%
DRAINASE
PPengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 6,731,004,150.00 5,043,876,650.00 (1,687,127,500.00)| -33.45%
Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 6,731,004,150.00 5,043,876,650.00 (1,687,127,500.00)] -33.45% Pengurangan Anggaran
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Jumlah

BERTAMBAH

Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota

A

Uraian e = Penjelasan Keterangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) % )
o 2 _ 3 4 B 5 6 7 8
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 34,537,090,000.00 54,184,329,760.00 19,647,239,760.00 | 36.26%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR o
LIMBAH - 4,283,092,500.00 4,283,092,500.00 [ 100.00%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 100.00%
Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota ) 4,283,092,500.00 $:285.002500100 o0
Pembangunan / Penyediaan Sub Sist - .. _—— -
Setemp:t / Penyediaan Sub Ststem Pengeloaan = 4,283,092,500.00 4,283,092,500.00 | 100.00% |DAK Fisik Penugasan Sanitasi
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN oo | 100.00% )
e RERSAMPAHAN REGIONAL - 627,767,000.00 627,767,000. .00%
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di 0°
Daerah Kabupaten / Kota - 627,767,000.00 627,767,000.00 | 100.00%
Pembangunan TPA / TPST / SPA/ TPS-3R / TPS - 627,767,000.00 627,767,000.00 | 100.00% |DAK Fisik Penugasan Sanitasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM o
PENYEDIAAN AIR MINUM - 2,274,066,260.00 2,274,066,260.00 | 100.00%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 2 274.066.260.00 2974 o
Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten / Kota ) IR e ,274,066,260.00 | 100.00%
Peningkatan SPAM Jari Perpi di K DAK Fisik P asan Air
ningkatan aringan Perpipaan di Kawasan ] 2,274,066,260.00 2,274,066,260.00 | 100.00% isi 'enug i
gerdesaan Minum .
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
34,537,090,000.00 44,537,090,000.00 10,000,000,000.00 | 22.45%
- GEDUNG o )
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 34,537,090,000.00 44,537,090,000.00 10,000,000,000.00 22.45%
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Pergeseran anggaran
Perencanaan, Pembangunan, terkait pembayaran utang
PaTEiasai, dan PEman atan 34,537,090,000.00 | 44,537,090,000.00 10,000,000,000.00 | 22.45% kegiatair tahimjsebehimaya

dan pembiayaan yang
bersumber dari APBD Prov.
Kep. Bangka Belitung
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Kode

Jumlah

BERTAMBAH

Rekenin Uralan Penjelasan Keterangan
ekening Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) %
1 ] 2 3 4 5 6 | 7 8
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERI\HJKlMAN .
- 2,462,314,000.00 2,462,314,000.00 | 100.00%
KUMUH )
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh o ) . a0
pada Daerah Kabupaten / Kota - 2,462,314,000.00 2,462,314,000.00 | 100.00%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
I yak Huni untuk Pence‘gahan DAK Fisik Penugasan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman 100.00% perumahan dan
Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas i R HISLAR0N000 o iermukiman
di Bawah 10 (sepuluh) Ha
s Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, B
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,714,855,000.00 4,057,241,750.00 342,386,750.00 8.44%
PROGRAM PENUNJANG URUSAI‘;J PEMERINTAHAN DAERAH o R
KABUPATEN/KOTA 3,700,000,000.00 3,700,000,000.00 - 0.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,700,000,000.00 3,700,000,000.00 - 0.00%
] pergeseran akibat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,700,000,000.00 3,700,000,000.00 - 0.00% kekurangan luran jaminan
_ ~ kesehatan PNS
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
14,855,000.00 357,241,750.00 342,386,750.00 95.84%
MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang 14.855.000.00 357.241.750.00 342 386.750.00 95.84%
B H G 0 . ’ ’ - » g - »
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan i 101,400,000.00 101,400,000.00 | 100.00% DAK Non Fisik Dana Fasilitasi
Penanaman Modal Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan i 190,272,000.00 190,272,000.00 | 100.00% DAK Non Fisik Dana Fasilitasi
Penanaman Modal Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan 14 855.000.00 65.569.750.00 50714.750.00 | 77.3a% DAK Non Fisik Dana Fasilitasi
Penanaman Modal e e e ) Penanaman Modal
6 Dinas Pengendalian I?enduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 79,564,174.00 3,484,360,170.00 3,404,795,996.00 97.72%
Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - 340,420,000.00 340,420,000.00 | 100.00%
byvap A
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Kode

Jumlah BERTAMBAH
Y Uraian S Penjelasan Keterangan
Rekemnei Sebelum Perubahan Setelah Perubahan | Jumlah (Rp) %
7 2 3 4 i 5 6 7 8
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk .
Cakupan Daerah Kabupﬁaten/l(ota b 340,420,000.00 340,420,000.00 B 100.00%
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan - 214,500,000.00 214,500,000.00 | 100.00% DAK Fisik Reguler KB
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga - 125,920,000.00 125,920,000.00 | 100.00% DAK Fisik Reguler KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 79,564,174.00 2,713,965,170.00 2,634,400,996.00 | 97.07%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan - 677,301,000.00 677,301,000.00 | 100.00%
Budaya Lokal
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK - 104,975,000.00 104,975,000.00 | 100.00% DAK Fisik Penugasan KB
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai " DAK Non Fis?Bantuan
Penyuluhan KKBPK - 435,0%4,000.00 435,024,000.00 | 100.00% Opersional KB
s X DAK Non Fisik Bantuan
Pengendalian Program KKBPK - 137,302,000.00 137,302,000.00 | 100.00% .
Opersional KB
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB) - 663,075,000.00 663,075,000.00 | 100.00%
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional -
- 341,775,000.00 341,775,000.00 | 100.00% DAK Fisik Reguler KB
PKB/PLKB
DAK Non Fisik Bant
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 321,300,000.00 321,300,000.00 | 100.00% _S| .
Opersional KB
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 79,564,174.00 1,060,449,170.00 980,884,996.00 92.50%
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi DAK Non Fisik Bant
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 79,564,174.00 95,575,174.00 16,011,000.00 | 16.75% e
. - Opersional KB
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Penlngkata.n Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi ) 181,764,000.00 181,764,000.00 | 100.00% DAK Non F-|snk Bantuan
Jangka Panjang (MKIP) Opersional KB
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB - 400,639,996.00 400,639,996.00 | 100.00% DAK Fisik Reguler KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan DAK Non Fisik Bant
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk . 4,950,000.00 4,950,000.00 | 100.00% on '|5| antuan
. o Opersional KB
Jaringan dan Jejaringnya N

[
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BERTAMBAH
Uraian Penjelasan
T _Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) %
2 . 4 5 6 7
" . K h t . 1
Promosi dan chns.elmg‘ esehatan Reproduksi, serta Hak: DAK Non Fisik Bantuan
Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok 286,690,000.00 286,690,000.00 | 100.00% Opersional KB
Kegiatan P
i DAK Non Fisik Bantuan
Dukungan Operas | Pel
7 7u ungan Operasional Pe ayai\?n KB Bergerak 81,220,000.00 81,220,000.00 | 100.00% Opersional KB
. DAK Non Fisik Bantuan
Peningkatan Kesert; i
eningkatan Kesertaan KB Pria 9,610,000.00 9,610,000.00 | 100.00% Opersional KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 313,140,000.00 313,140,000.00 | 100.00%
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
i DAK Non Fisik Bantuan
Pembinaan Terpadu Kampung KB 313,140,000.00 313,140,000.00 | 100.00% & .' I
Opersg\al KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA S - Bl
SEJAHTERA (KS) 429,975,000.00 9,975,000. 100.! ]
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan P - 429975000100 | 100.00%
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga SLIS/00000 e .
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 104,975,000.00 104,975,000.00 | 100.00% DAK Fisik Penugasan KB
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Promaosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarg? (Mt.znjad: Orang Tua Hebat, 325,000,000.00 325,000,000.00 | 100.00% DAK Non FIISII( Bantuan
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Opersional KB
Keuangan Keluarga)
77 o I;i;as Pertanian dan Pangan - 363,074,540.00 363,074,540.00 | 100.00%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 363,074,540.00 363,074,540.00 |  100.00%
PANGAN MASYARAKAT
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 363,074,540.00 363074.540.00 | 100.00%
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi e M
- ot dal ) DAK Non Fisik Dana
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman 363,074,540.00 363,074,540.00 | 100.00% | Ketahanan Pangan dan
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal A Pertanian
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Kode

BERTAMBAH
Uraian Jumiah Penjelasan Keterangan
Rekening Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) % )
T | 2 3 4 5 6 7 8
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20,949,500.00 820,285,500.00 799,336,000.00 | 97.45%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 20,949,500.00 657,155,150.00 636,205,650.00 | 96.81%
Penataan Pendaftaran Penduduk 20,949,500.00 439,594,900.00 418,645,400.00 | 95.23% B
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- DAK Non Fisik Dana
El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk 20,949,500.00 439,594,900.00 418,645,400.00 95.23% Pelayanan Administrasi
sesuai dengan Kebutuhan Kependudukan
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - 217,560,250.00 217,560,250.00 | 100.00%
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga DAK Non Fisik Dana
Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban - 14,312,000.00 14,312,000.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kependudukan
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa DAK Non Fisik Dana
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait - 191,139,100.00 191,139,100.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Pendaftaran Penduduk Kependudukan
DAK Non Fisik Dana
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk - 12,109,150.00 12,109,150.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Kependudukan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL - 145,137,350.00 145,137,350.00 | 100.00%
Pelayanan Pencatatan Sipil - 38,408,000.00 38,408,000.00 | 100.00%
- F:’e:nia:daaTDokumen K:epenaudukan selain Blangko KTP- DAK Non Fisik Dana
El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai - 38,408,000.00 38,408,000.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
dengan Kebutuhan . ) Kependudukan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - 106,729,350.00 106,729,350.00 | 100.00%
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga DAK Non Fisik Dana
Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban - 14,312,000.00 14,312,000.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Pelayanan Pencatatan Sipil Kependudukan
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa DAK Non Fisik Dana
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait - 83,122,350.00 83,122,350.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan
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Jumlah

BERTAMBAH

Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Kode Uraian Penjelasan Keterangan
Rekening Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) % B
1 2 3 4 5 6 7 8
DAK Non Fisik Dana
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil - 9,295,000.00 9,295,000.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI -
: 1 0.00?
KEPENDUDUKAN 17,993,000.00 17,993,000.00 | 10 %
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi
s - 12,863,000.00 12,863,000.00 | 100.00%
Kependudukan
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, DAK Non Fisik Dana
P t , Evaluasi, P lian, . ;
emantauan, Eva ua5|. engenda {an dan Pelaporan 12,863,000.00 12,863,000.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Kependudukan
Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
- 5,130,000.00 5,130,000.00 | 100.00%
Kependudukan
- Fisik Dana
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi DAt . -a .
Kependudukan 5,130,000.00 5,130,000.00 | 100.00% Pelayanan Administrasi
Kependudukan
9 Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian 309,387,800.00 717,691,800.00 408,304,000.00 | 56.89%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL 154.632,000.00 154,632,000.00 | 100.00%
DAN USAHA MIKRO ) = G o
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui
pendataan,kemitraan, kemudahan perizinan, pengutan
., - 154,632,000.00 154,632,000.00 | 100.00%
kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku
kepentingan
DAK Non Fisik Dana
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro - 154,632,000.00 154,632,000.00 | 100.00% Peningkatan Kapasitas
Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 309,387,800.00 395,277,800.00 85,890,000.00 21.73%
i i i Peningkat
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan 309,387,800.00 395,277,800.00 85,890,000.00 21.73%
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Kode ) Jumlah BERTAMBAH
Rekeni Uraian Penjelasan Keterangan
ekening B B Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam DAK Non Fisik Dana
Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasara, 309,387,800.00 395,277,800.00 85,890,000.00 21.73% Peningkatan Kapasitas
SDM serta Desain dan Teknologi Koperasi dan UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN o - 167,782,000.00 i.é7,782,000.00 100.00%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang o,
wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota B 167,782,000.00 167,782,000.00 | 100.00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan DAK Non Fisik Dana
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM - 167,782,000.00 167,782,000.00 | 100.00% Peningkatan Kapasitas
Koperasi i Koperasi dan UiKM
10  [Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 905,603,000.00 905,603,000.00 | 100.00%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - 905,603,000.00 905,603,000.00 | 100.00%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - 905,603,000.00 905,603,000.00 | 100.00%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi DAK Non Fisik Dana
ey i g - 905,603,000.00 905,603,000.00 | 100.00% =
Pariwisata Kabupaten/Kota Pelayanan Kepariwisataan
11 Dinas Kelautan dan Perikanan 326,849,850.00 1,608,099,850.00 1,281,250,000.00 79.67%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 326,849,850.00 1,608,099,850.00 1,281,250,000.00 79.67%
Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat 326,849,850.00 1,608,099,850.00 1,281,250,000.00 | 79.67%
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap ( Alat 248,899,850.00 655,359,850.00 406,460,000.00 | 62.02% DENEER Penug_asan
Bantu Penangkapan lkan, Mesin , Coolbox dll) Kelautan dan Perikanan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 77,950,000.00 952,740,000.00 874,790,000.00 91.82% DAK Fisik Penug.asan
Tangkap (Kapal dan Alat Penangkap lkan) Kelautan dan Perikanan
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BERTAMBAH

Kode H Jumlah 7 j
Rekening Cialan = Penjelasan Keterangan
_ _ _ Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah (Rp) %
1 2 3 4 5 6 U 8
6 PEMBIAYAAN B 66,239,012,255.00 63,702,419,155.00 (2,536,593,100.00)| -3.98% -
1 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 66,239,012,255.00 63,702,419,155.00 (2,536,593,100.00) -3.98%
PEMBIAYAAN B 66,239,012,255.00 63,702,419,155.00 (2,536,593,100.00)| -3.98%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 66,239,012,255.00 63,702,419,155.00 (2,536,593,100.00) -3.98%
i Akan disesuaikan kembali
Penghematan Belanja 66,239,012,255.00 63,702,419,155.00 (2,536,593,100.00)] -3.98% ey

dengan hasil audit BPK
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